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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, 

pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar pada pembangunan 

dipedesaan. Perhatian yang begitu besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada 

kenyataan bahwa desa merupakan tempat tinggalnya sebagian besar rakyat 

Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar dari landasan 

kehidupan bagi Bangsa Negara Indonesia. 

Pemerintahan desa sebagai pemerintahan yang sangat rendah dalam proses 

penyelenggaraan Pemerintah Republik Indonesia yang berhubungan langsung 

dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Maka dengan itu kedudukan desa 

dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting. Karna 

desa sebagai unit pemerintahan terendah yang merupakan sasaran program-

program dari hampir semua instansi pemerintah. Kegagalan program di tingkat 

desa akan membawa dampak bagi kegagalan program Pemerintahan diatasnya 

juga (Hidayati, 2020). 

Sejak paradigma melayani masyarakat  berubah dari pelayanan terpusat 

menjadi pelayanan masyarakat yang  lebih menitik beratkan pada manajemen 

yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, maka diharapkan penyampaian 

pelayanan kepada masyarakat akan lebih tanggap terhadap kepentingan 

masyarakat itu sendir. Kepala desa adalah orang yang diberikan kekuasaan dan 
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ditetapkan oleh kepala desa. Dalam hal tata cara pertanggungjawaban yang 

disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat, Kepala Desa pada 

hakekatnya bertanggung jawab terhadap warga Desa. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Desa, dijelaskan dalam Pasal 3 yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di 

Pasal 1 ayat 3, Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 dijelaskan Pemerintahan Desa 

diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang mana Pemerintah Desa tersebut 

adalah seorang Kepala Desa atau sebutan lainnya sesuai dengan kekhasan 

daerahnya masing-masing. Kepala Desa tersebut dibantu oleh perangkat Desa 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, 

tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, 

akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan 

partisipatif (Larasati, 2019). 

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah 

memberikan perhatian yang sangat besar pada pembagunan di pedesaan. Perhatian 

yang begitu besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada keyataan bahwa desa 

merupakan tempat tinggalnya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa 

dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bagi bangsa negara 

Indonesia.  



3 
 

 

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 mendefinisikan Desa 

sebagai berikut “ Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama 

lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan hak terasisonal yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat 

kebijakan tentang Desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran dan 

pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. 

Pembangunan wilayah pedesaan tidak terlepas dari peran serta dari seluruh 

masyarakat diwilayah tersebut, sehingga kinerja seorang Kepala Desa sebagai 

Kepala Pemerintahan Desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan 

mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan berbagai urusan di 

desa. Oleh karena itu Pemerintah Desa mempunyai peranan yang penting untuk 

menggali asset-aset, dan potensi yang ada di Desa demi keberhasilan 

penyelenggaraan Pemerintah Desa yang berimbas kepada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat yang ada didesa tersebut. Karena Pemerintahan Desa 

secara umum memiliki wewenang yang strategis untuk mengendalikan kehidupan 

masyarakat atau dengan kata lain Pemerintah Desa memiliki seperangkat aturan 

baku yang tertulis yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat yang termuat 

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.  
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Sedangkan Kepala Desa adalah orang yang telah diberikan wewenang dan 

juga tanggung jawab untuk menjalankan misi pemerintah, maka pemberian 

pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan lebih responsife terhadap 

kepentingan masyarakat itu sendiri, dimana paradigma pengapdian kepada 

masyarakat itu telah berjalan selama ini bergeser dari layanan terpusat ke layanan 

yang lebih berfokus pada manajemen yang berorientasi pada kepuasan 

masyarakat. 

Kepala Desa memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah 

mendapatkan persetujuan bersama BPD. Kepala Desa pada dasarnya bertanggung 

jawab pada rakyat Desa yang dalam tata cara prosedur pertanggung jawabannya 

disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat. Undang-undang Nomor 

6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 26 mengatakan Kepala Desa bertugas 

menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, 

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

Berdasarkan undang-undang tersebut jelas diamanatkan kepada kepala desa untuk 

menyelenggarakan pembangunan Desa, tentunya dengan segala kapasitas yang 

diberikan kepadanya salah satunya menggunakan partisipasi masyarakat. kepala 

Desa adalah merupakan orang yang mengemban tugas dan kewajiban dalam 

menyelenggarakan pemerintahan Desa dan penanggung jawab yang utama 

dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakaatan. 

Peran kepala desa merupakan sikap dan tindakan kepala desa yang 

dilakukan untuk masyarakat atas kesempatan-kesempatan apa yang diberikan 

kepadanya. Beberapa peran yang dilakukan Kepala Desa seperti peran sebagai 
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motivator yaitu Kepala Desa memberikan dorongan untuk masyarakat agar 

berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian seperti Kepala 

Desa mengelola anggaran dana Desa untuk bantuan langsung tunai (BLT). Peran 

kepala desa merupakan sikap dan tindakan kepala desa yang dilakukan untuk 

masyarakat atas kesempatan-kesempatan apa yang diberikan kepadanya. Beberapa 

peran yang dilakukan Kepala Desa seperti peran sebagai motivator yaitu Kepala 

Desa memberikan dorongan untuk masyarakat agar berpartisipasi dalam 

meningkatkan kesejahteraan perekonomian seperti Kepala Desa mengelola 

anggaran dana Desa untuk bantuan langsung tunai (BLT). Selain itu, Peran Kepala 

Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu fasilisator dimana 

Kepala Desa memberikan fasilitas untuk masyarakat dalam meningkatkan 

kesejahtraan masyarakat seperti membuka usaha. Selanjutnya Peran Kepala Desa 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai mobilisator. 

Mobilisator adalah Kepala Desa mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam pembangunan desa seperti melakukan gotong royong dalam pembersihan 

lingkungan baik ditempat ibadah ataupun ditempat umum lainnya (Kementerian 

PPN/Bappenas, 2021).  

Undang-undang No. 12 tahun 2020 tentang penanggulangan bencana 

nasional yang disebabkan oleh (COVID-19) telah menjelaskan pengertian 

mitigasi. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, 

baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan 

kemampuan untuk menghadapi ancaman dari bencana baik perencanaan 
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penanggulangan,mengenali resiko dan sebagainya. Mitigasi merupakan salah satu 

cara dalam menanggulangi bencana (Labolo, 2010). 

Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah berdampak 

pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, ekonomi, sosial, budaya, 

dan telah menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material, akan menjadi 

fokus utama dari penggunaan Dana Desa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 

2022. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tidak terkendali dan 

berdampak pada perubahan arah kebijakan penggunaan dana desa. Dengan tetap 

memperhatikan isu-isu yang masih ada seperti penanganan stunting, pelaksanaan 

padat karya tunai desa, pembangunan ekonomi desa, dan penanganan bencana 

alam dan non alam yang menjadi kewenangan desa, maka penggunaan dana desa 

tahun 2023 lebih fokus pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, 

dan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Dalam rangka membantu 

pencapaian SDGs daerah, Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 

dimaksudkan untuk menghidupkan perekonomian nasional, program prioritas 

nasional, serta penanggulangan dan penanggulangan bencana (Sustainable 

Development Goals). 

Dana Desa adalah dana yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang bersumber dari APBN dan 

diperuntukkan bagi desa. Mereka dimaksudkan untuk membayar operasi 

pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan 

pemberdayaan masyarakat. Implementasi Dana Desa bertujuan untuk memperkuat 

masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, mengurangi kemiskinan, 
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memajukan ekonomi desa, menjembatani kesenjangan pembangunan antar desa. 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 

tentang Pengelolaan Dana Desa mengatur tentang pengelolaan dana desa tahun 

2022. 

Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Dana Desa diprioritaskan 

penggunaannya sesuai dengan kewenangan Desa untuk pemulihan ekonomi 

nasional, program prioritas nasional, dan penanggulangan serta pengelolaan alam 

dan buatan. bencana. Menurut kewenangan Desa, pembentukan, pengembangan, 

dan peningkatan kemampuan pengelolaan membina dan memperluas perusahaan 

ekonomi yang sukses adalah tujuan utama untuk menciptakan ekonomi lokal yang 

tumbuh secara adil. penggunaan dana desa untuk pemulihan perekonomian 

nasional. 

Permendes tersebut mengutip PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Prioritas Penggunaan Keuangan Desa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 

2020 yang selanjutnya disebut (BLT-DD) yaitu bantuan kepada masyarakat yang 

membutuhkan yang bersumber dari dana desa. Sementara itu, BLT-DD 

memberikan bantuan keuangan kepada keluarga miskin di desa dengan 

menggunakan uang desa untuk mengurangi dampak Covid-19, menurut Buku 

Panduan Pendataan Penerima BLT-Dana Desa (Pengabdian dan Penelitian 

Masyarakat dkk. ., 2021). Dana Desa menyalurkan uang dari BLT Desa kepada 

keluarga kurang mampu atau difabel di desa. Pemberian ini bertujuan untuk 

membantu masyarakat miskin pedesaan, mengurangi dampak ekonomi akibat 
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pandemi Covid-19, dan memberikan tambahan pendapatan untuk meningkatkan 

daya beli masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. 

Akibat dari Covid-19 ini membuat aktifitas banyak dibatasi, bahkan 

banyak tempat wisata dan pertokoan tutup untuk menghindari keramaian yang 

berujung pada penularan virus. Oleh sebab itu Pemerintah Indonesia 

mengeluarkan berbagai kebijakan salah satunya yaitu Lock Down, mulai dari 

penutupan bandara Internasional, bahkan penutupan impor dan ekspor barang. 

Sektor ekonomi dan pendidikan masyarakat Indonesia memiliki dampak yang 

sangat signifikan. Kegiatan pembelajaran yang dulunya dilakukan secara tatap 

muka di dunia pendidikan kini telah digantikan dengan kegiatan pembelajaran 

daring (Mansyur, 2020). Sementara itu, terjadi penurunan kinerja ekonomi 

masyarakat dari sektor sosial ekonomi yang akhirnya menyebabkan perekonomian 

nasional terpuruk (Naufal, 2020). Merebaknya pandemi COVID-19 dalam skala 

global telah mengungkapkan potensi dampak pandemi pada kehidupan sosial dan 

ekonomi masyarakat dan keruntuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya 

dalam pertumbuhan ekonomi terutama di daerah perdesaan (Soekanto, 2002).  

Penerapan aturan PSBB akibat pandemi Covid-19 jelas berdampak pada 

berbagai sektor kehidupan masyarakat, antara lain sektor pertanian, sektor 

pariwisata, sektor pendidikan, sektor sosial ekonomi, dan sektor lainnya. Sektor 

sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat Indonesia memiliki pengaruh paling 

besar. Dari sektor pendidikan sendiri, kegiatan pembelajaran yang semula tatap 

muka kini berganti menjadi kegiatan belajar secara daring. Sedangkan dari sektor 

sosial-ekonomi mulai adanya kemunduran dalam kinerja masyarakat dalam sektor 
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ekonomi yang pada akhirnya berujung pada jatuhnya perekonomian pada skala 

nasional (Bahtera, 2021). 

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat, cepat, terpusat, 

terpadu, dan sinergis antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memulihkan 

perekonomian, termasuk dunia usaha dan masyarakat yang terkena dampak. 

Dengan memusatkan anggaran pemerintah pada sektor kesehatan dan ekonomi, 

keduanya harus bekerja sama untuk menghentikan penyebaran penyakit ini. 

Penyaluran BLT dengan menggunakan Dana Desa atau biasa disebut dengan 

BLT-DD merupakan salah satu langkah yang dipilih oleh pemerintah (Udayana, 

2021). 

Pada waktu yang bersamaan, Pemerintah harus menangani masalah 

perekonomian dan juga keuangan, dengan menargetkan penduduk yang terkena 

dampak dari penurunan konsumsi. Dalam upaya menghadapi dampak virus ini 

khususnya di daerah Perdesaan. Pemerintah mengatur penggunaan Dana Desa 

dalam rangka untuk menolong dan juga untuk membantu mereka yang terkena 

dampak dari Covid-19. Salah satu sektor yang terdampak dari adanya pandemi 

Covid 19 ini adalah sektor perekonomian (Rahajo, 2020). 

Dana Desa dialokasi menjadi BLT yang akan disalurkan kepada 

masyarakat kurang mampu yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi dan juga 

kepada masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial lainnya. Selain itu, BLT-

DD diberikan kepada warga yang tinggal di Desa Kuala Maras, Kecamatan 

Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas yang sebagian terdampak wabah 

Covid-19 (Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020). 
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Menurut Perpu No. 1 tahun 2021, Dana Desa dipakai untuk kegiatan 

penanganan pandemi Covid-19 dan juga BLT-DD. Prioritas Dana Desa 

mencangkup kegiatan untuk menanggulangi dampak perekonomian dari pandemi 

tersebut, antara lain dalam bentuk kegiatan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan 

penanggulangan pandemi Covid-19 dan atau JPS di Desa. Kemudian menurut 

Instruksi Mendegri No.3 tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19 di Desa 

melalui APBDes, Pemerintah Desa wajib menggunakan anggaran kegiatan belanja 

tak terduga di Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa 

dengan memfokuskan kembali kegiatan dan APBDes untuk menanggulangi 

dampak dari Covid-19 (Handini, 2019) 

Kepala Desa mengesahkan Perdes tentang perubahan APBDes 

berdasarkan realokasi penggunaan Dana Desa. Dalam hal penanganan keuangan 

Dana Desa, Pemerintah Desa harus bertindak cepat. Permendes PDTT No. 6 

Tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 14 April 2020 tentang perubahan atas 

Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2019, memuat aturan dan mekanisme pendataan sampai dengan tanggal 

Penyaluran BLT-DD dilaksanakan dan sampai diterima di masyarakat. Peraturan 

tersebut mengganti Permendes No.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan 

Dana Desa Tahun 2020. Pasal 8A dalam peraturan ini mengatur syarat-syarat 

untuk menerima atau mendapatkan bantuan, contohnya keluarga mereka 

kehilangan pekerjaan, tidak sedang mendapatkan bantuan-bantuan sosial lainnya, 

dan juga memiliki anggota keluarga yang rentan terhadap penyakit kronis ( 

Rahajo, 2020). 
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Pemerintah pusat memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk 

menangani Covid-19, sesuai sejumlah peraturan perundang-undangan yang dirilis 

pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Pemerintahan Daerah, terdapat urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, yang 

dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten atau 

kota. Kesepakatan berikut dilakukan melalui Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), yang mendesak 

perangkat desa untuk berperan khusus dalam memerangi wabah Covid-19 yang 

dibawa oleh virus corona SARS-CoV-2 . Perangkat desa harus mematuhi apa 

yang telah diamanatkan oleh Pemerintah. Ada lima tugas khusus perangkat desa 

dalam mempercepat penanganan Covid-19 di tingkat desa. Kepala dusun, RT, 

RW, dia harus patuh dan tunduk pada apa yang diperintahkan oleh pemerintah, 

yang sekurang-kurangnya diartikan oleh Kepala Desa. Kepala desa memainkan 

peran khusus dalam mempercepat reaksi terhadap COVID-19 dengan mengambil 

langkah-langkah untuk mengurangi beban keuangan penduduknya. (Bappenas, 

2021; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional). 

 

Tabel 1.1 Data Kependudukan Desa Kuala Maras 2022 

No 

Rukun 

Warga 

(RW) 

Rukun 

 

Jumlah Kepala 

Keluarga 
Jumlah Penduduk Keterangan 

1 2 3 
Lk Pr Lk+Pr    Lk Pr Lk+Pr        

4 5 6 7 8 9 10 

1 

Rw I 

Kuala  

Barat 

Rt.01 kp 

   Menganyan 
34 4 38 62 59 121   

2  
Rt.02 Kp 

Sunjuk 
42 9 51 95 68 163   

3 
RW II 

Kuala 

Rt.03 Kp 

Tengah 
34 8 42 67 53 120   
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Tengah 

4  
Rt.04 Kp 

Tembok 
39 7 46 74 72 146   

5 

RW III 

Kuala 

Timur 

Rt.05 Kp 

Teluk 

Sena 

43 7 50 87 87 174   

6  
Rt. 06 Kp 

Kl. Ujung 
53 8 61 116 93 209   

 Jumlah  245 43 288 501 
43

2 
933   

Sumber: Olahan Peneliti, 2022 

Selain itu juga, masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan Sosial 

Covid -19 ini adalah  masyarakat yang kehilangan mata pencaharian sehingga 

tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar. Berikut ini Data yang menerima bantuan 

berupa sembako Desa Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur pada tanggal 17 

Desember 2020. 

Tabel 1.2 Data Penerima Bantuan Sembako di Desa Kuala Maras Tahun 2021 

No 
Rukun Tetangga Desa Kuala 

Maras 

Jumlah Penduduk 

Mendapatkan Bantuan 

Sembako 

1 RT. 01 KP. Menganyan 3 Jiwa 

2 RT. 02 KP. Sunjuk 10 Jiwa 

3 RT. 03 KP. Tengah 8 Jiwa 

4 RT. 04 KP. Tembok 15 Jiwa 

5 RT. 05 KP. Teluk Sena 11 Jiwa 

6 RT. 06 KP. Kl. Ujung 9 Jiwa 

Jumlah Kelurahan 56 Jiwa 

      Sumber: Olahan Peneliti,2021 

Dapat dilihat pada masa pandemi Covid-19 banyak sekali keluhan 

masyarakat terutama yang berada di Desa Kuala Meras Kecamatan Jemaja Timur 

Kabupaten Kepulauan Anamas sebagian penduduk yang berada di daerah tersebut 

terkonfirmasi Covid-19 yang juga menyebabkan kematian beberapa orang saja. 
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Berikut ini data dari kepala desa terkait masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19 

di kuala meras pada tahun 2020 (Thoha, 2003). 

Gambar 1.1 Persentase Masyarakat Yang Terkonfirmasi Covid-19  

 
Sumber: Olahan Peneliti, 2021  

Dari gambar diatas dapat kita simpulkan masyarakat yang terkonfirmasi di 

Desa Kuala Maras sebanyak 50%, sedangkan untuk yang sembuh 47% dan yang 

meninggl hanya 3%. 

Dampak dari adanya pandemi Covid-19 juga dirasakan oleh masyarakat di 

Desa Kuala Maras, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, 

Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai macam mata 

pencaharian yang dilakukan oleh masyarakat desa Kuala Maras seperti karyawan 

(PNS, Swasta dan BUMN), wiraswasta atau pedagang, petani, buruh tani, 

nelayan, peternakan, jasa, pengrajin, pekerja seni, pensiunan, dan bidang-bidang 

lainnya (Jamal, 2021). 

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap perekonomian lokal. 

Misalnya, pemilik toko tidak lagi diizinkan berbisnis karena penerapan kebijakan 

PSBB, dan seniman tidak lagi dapat menjual hasil karyanya karena turis yang 

50% 47% 

3% 

Jumlah 

Terkonfirmasi Sembuh Meninggal
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berkunjung ke daerah tersebut semakin berkurang. Bentuk mitigasi yang dapat 

diakukan setelah terjadinya bencana virus Covid-19 adalah dengan melakukan 

rekontruksi dan rehabilitasi komponen-komponen yang terkena dampak bencana. 

Seperti memperbaiki dampak ekonomi yang diakibatkan oleh bencana Covid-19 

tersebut. Jadi Peran Kepala Desa untuk melakukan mitigasi dampak sosial-

ekonomi pada masa pandemi saat ini sangat membantu masyarakat karena banyak 

sekali masyarakat atau warga yang kehilangan mata pencarian atau karna susah 

dibatasi oleh mobilitas social (Kementerian PPN/Bappenas, 2021). 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tetarik untuk 

meneliti lebih lanjut tentang “Peran Kepala Dalam Melakukan Mitigasi Dampak 

Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Kuala Maras Kecamatan Jemaja 

Timur Kabupaten Kepulauan Anambas”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar bakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Melakukan Mitigasi 

Dampak Ekonomi dimasa Pandemi Covid-19? 

 

1.3    Tujuan Penelitian  

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Peran Kepala Desa Dalam 

Melakukan Mitigasi Dampak Ekonomi dimasa Pandemi Covid-19. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian pada penelitian 

dan dapat dipecahkan dalam rumusan masalah secara tepat dan akurat maka ada 

manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. 

1.4.1  Manfaat teoritis  

Secara teoritis dapat menambah wawasan mengenai peran atau 

strategi pemerintah desa dalam menjalankan Undang-Undang Nomor. 6 

Tahun 2014 tentang Otonomi Desa agar dapat mewujudkan kesejahtraan 

masyarakat dan mampu menyumbang khasanah ilmiah dalam penelitian 

ilmu sosial dan politik khusnya bagi UMRAH. 

1.4.2 Manfaat praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi mahasiswa dalam melengkapi kajian pengembangan ilmu pengetahuan 

dan dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi Pemerintah Desa 

Kuala Maras serta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam 

penetapan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari 

segi kesehatan dan ekonomi. 
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